BAB Il
LANDASAN TEORI

3.1 Bencana

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana No
03 Tahun 2012 tentang panduan penilaian kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

psikologis.

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, terdapat tiga jenis bencana, yaitu:

1. Bencana Alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor.

2. Bencana Non Alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-
alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,

epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana Sosial : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan

terror.

10



3.2

3.3

3.4

11

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2011 tentang
Sungai bahwa daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang
berfungsi menyimpan, menampung, dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan.

Bahaya

Bahaya atau hazard adalah suatu kondisi yang berpotensi
menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia
secara alamiah maupun karena ulah manusia. Bahaya letusan gunung api
terdiri atas bahaya primer, sekunder, dan tersier. Bahaya primer adalah
bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung
seperti awan panas dan lontaran material. Bahaya sekunder terjadi secara
tidak langsung dan umunya berlangsung pada pasca letusan, misalnya
banjir lahar dingin, kerusakan lahan pertanian dan pemukiman. Sedangkan
bahaya tersier merupakan bahaya akibat kerusakan lingkungan gunung
api seperti hilangnya daerah resapan air. Tingkat bahaya dari suatu gunung
api sangat tergantung dari kerapatan suatu letusan dan kepadatan
penduduk yang bermukim di sekitar gunung api tersebut (Habibie,

Marbruno dan Buchori, Imam. 2013).
Banjir
Berdasarkan Perka Badan Penanggulangan Bencana No 03 Tahun

2012 bahwa banjir bisa didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Banjir merupakan suatu keadaan sungai dimana aliran airnya tidak
tertampung oleh palung sungai, karena debit banjir lebih besar dari

kapasitas sungai yang ada. Secara umum penyebab terjadinya banjir dapat
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dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu karena sebab alami dan karena

tindakan manusia (Robert J. Kodoatie, Sugiyanto, 2002).

Bencana banjir dapat terjadi kapan saja, untuk bisa
mengidentifikasi resiko banjir terhadap manusia dan lingkungan maka
perlu diketahui juga penyebab terjadinya banjir. Nurhadi et al (2013),
menyebutkan ada 2 penyebab banjir yaitu disebabkan oleh alam itu sendiri
dan disebabkan oleh ulah manusia.

1. Penyebab banjir akibat tindakan manusia, yaitu:
a. Curah hujan
Pada musim penghujan curah hujan yang tinggi akan
mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana melebihi tebing

sungai, maka akan timbul banjir.

b. Pengaruh fisiografi
Fisiografi sungai seperti bentuk, dan kemiringan Daerah Pengaliran
Sungai (DPS), kemiringan sungai, geometri hidrolik (bentuk
penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang,

material dasar sungai), lokasi sungai.

c. Erosi dan sedimentasi
Erosi di DPS berpengaruh terhadap kapasitas penampungan sungai,
karena tanah yang tererosi pada DPS tersebut apabila terbawa air
hujan ke sungai akan mengendap dan menyebabkan terjadinya
sedimentasi. Sedimentasi akan mengurangi kapasitas sungai dan
saat terjadi aliran yang melebihi kapasitas sungai dapat

menyebabkan banjir.

d. Kapasitas sungai
Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai disebabkan oleh
pengendapan yang berasal dari erosi dasar sungai dan tebing sungai

yang berlebihan karena tidak adanya vegetasi penutup.
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e. Pengaruh air pasang
Pengaruh air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada
waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi, maka tinggi
genangan/banjir menjadi lebih tinggi karena terjadi aliran balik
(back water).

2. Penyebab banjir akibat tindakan manusia, yaitu:
a. Perubahan kondisi DPS
Perubahan DPS seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang
kurang tepat, perluasan kota dan perubahan tata guna lainnya dapat
memperburuk masalah banjir karena berkurangnya daerah resapan

air dan sedimen yang terbawa ke sungai.

b. Kawasan kumuh
Perumahan kumuh yang terdapat di bantaran sungai merupakan

penghambat aliran sungai.

c. Sampah
Pembuangan sampah sembarangan di alur sungai dapat
menghambat aliran sungai sehingga muka air meninggi yang

mengakibatkan banjir.
3.5 Lahar Dingin

Lahar adalah aliran material vulkanik yang biasanya berupa
campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di
lereng gunungapi. Lahar dapat mengalir dengan kecepatan beberapa puluh
meter per detik dan menempuh jarak sampai beberapa kilometer dengan
membawa energi yang cukup besar. Lahar merupakan salah satu bahaya
yang ditimbulkan oleh erupsi gunungapi dan pada saat musim hujan.
Aliran lahar dingin bersifat pasif, dengan tali arus relatif berpola lurus
sehingga sulit untuk mengikuti pola pada saluran sungai yang berkelok-
kelok (Santoso, L. Wahyu 2011).
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Lavigne dan Touret (2002) dalam Wiguna (2012) menyatakan
bahwa Gunungapi Merapi merupakan gunungapi yang memiliki endapan
material piroklatis sebanyak jutaan m®. Kondisi intensitas curah hujan
yang tinggi dan jaringan sungai yang sangat padat membuat kawasan
sekitar gunungapi merapi menjadi kawasan utama terlanda aliran lahar.
Pada Gunungapi Merapi, aliran lahar dipicu akibat adanya intensitas curah
hujan yang tinggi dengan intensitas rerata 40 mm selama 2 jam pada
musim penghujan. Lahar dingin terjadi jika curah hujan mengikis endapan
material yang tertimbun lama setelah kejadian erupsi.

Kerentanan

Berdasarkan BAKORNAS PB (2007) bahwa kerentaan
(vulnerability) adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan
(faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang berpengaruh buruk
terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Kerentanan meliputi beberapa aspek yang terjadi akibat dampak dari
bencana yang meliputi jumlah korban jiwa, aspek perekonomian jangka
pendek berupa hancurnya infrastuktur sarana dan prasarana pemukiman
serta aspek ekonomi jangka panjang berupa terganggunya roda
perekonomian dikarenakan trauma yang dialami masyarakat maupun

kerusakan sumber daya alam lainnya.

Menurut IPCC (2001), komponen pembentuk kerentanan terdiri
dari tiga faktor, yaitu tingkat keterpaparan (exposure), tingkat sensitivitas
(sensitivity) dan kemampuan adaptasi (adaptive capacity). Penjelasan dari

masing-masing faktor kerentanan adalah:

1. Tingkat keterpaparan
Menunjukkan derajat atau besarnya peluang suatu sistem untuk kontak
dengan gangguan. Tingkat keterpaparan dapat diidentifikasi melalui
data tentang tofografi dan kemiringan untuk menggambarkan kondisi

eksisting, atau besar peluang fasilitas infrastruktur, pemukiman dan
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sumber kehidupan dari lokasi bencana seperti garis pantai, tebing, dan

cekungan.

2. Tingkat sensitivitas
Tingkat sensitivitas adalah kondisi internal suatu sistem yang
menunjukkan tingkat kerawanannya terhadap gangguan. Contoh data
untuk mengidentifikasi tingkat sensitivitas adalah akses masyarakat
terhadap air bersih, serta laju produksi sampah dan kemampuan

pengelolaannya.

3. Kapasitas adaptasi
Kapasitas adaptasi adalah potensi atau kemampuan sistem, wilayah
atau masyarakat untuk beradaptasi dengan efek atau dampak yang
timbul dari perubahan iklim.

3.7 Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan
mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta
memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika
terkena bencana (Perka BNPB Nomor 01 tahun 2012 tentang pedoman

umum desa/kelurahan tangguh bencana).

Pemerintah telah membagi tingkatan ketangguhan desa dalam
menanggulangi bencana berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Desa Tangguh Utama; Desa tangguh berada pada kelas ini apabila:

a. Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes

atau perangkat hukum setingkat di kelurahan

b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam
RPJMDes dan di rinci ke dalam RKPDes.

c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat,
termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil

pemerintah desa/ kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.
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d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat
aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan
pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat

pada umumnya.

e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian
risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk
kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi

kerentanan.

f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas siap
siaga serta tanggap bencana.

2. Desa Tangguh Madya: Tingkat ini adalah tingkat menengah yang
dicirikan dengan:

a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa

atau kelurahan

b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum

terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa.

c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari
masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan,

tetapi belum berfungsi penuh dan aktif

d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam
kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan
kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya,

tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif.

e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko,
manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-
kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi

kerentanan, tetapi belum terlalu teruiji.
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f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan

serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

3. Desa Tangguh Pratama; Tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan

dengan:

a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di
tingkat desa atau kelurahan.

b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan
PB.

c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang
beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat.

d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB
Desa/Kelurahan.

e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko,

manajemen risiko dan pengurangan kerentanan.

f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas

kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
3.8 Metode Skoring/Pembobotan

Pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu
proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara
memberi bobot pada masing-masing faktor tersebut. Pembobotan dapat
dilakukan secara objektif dengan perhitungan statistik maupun secara
subyektif dengan menetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Namun
penentuan bobot secara subyektif harus dilandasi pemahaman yang kuat
mengenai proses tersebut. Pada penelitian ini penentuan bobot diperoleh
dari pendapat atau penilaian para pakar dalam bentuk kuisioner penilaian.
Sementara itu pembobotan faktor yang terbaik menurut BNPB (2012)

diperoleh melalui konsensus pendapat para ahli atau yang terkenal disebut
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Analytic Hierarchy Proses (AHP). Metodologi ini dikembangkan oleh
Thomas L. Saaty sejak 1970.

AHP adalah suatu metodologi pengukuran melalui perbandingan
pasangan-bijaksana yang bergantung pada penilaian para pakar untuk
memperoleh skala prioritas. Dan skala inilah yang mengukur wujud secara
relatif. Wika Ristya (2012) menambahkan bahwa pada dasarnya, metode
skoring AHP ini dirancang untuk menghimpun persepsi orang secara
rasional yang berhubungan erat dengan permasalah tertentu melalui suatu
prosedur untuk sampai pada skala referensi diantara berbagai alternatif.
Selain itu, Oktriyadi dalam Ristya (2012) juga menganalisis bahwa metode
skoring AHP ini ditujukan untuk permasalahan yang tidak mempunyai
struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah terukur
(kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (judgement), maupun
situasi kompleks yakni situasi ketika data dan informasi statistik sangat

minim.



